
 

 

52

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang dilakukan , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut:

1. Bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan di bidang kewarganegaraan

menurut Undang – undang No. 12 TAhun 2006 di Yogyakarta sudah dilakanakan

dengan baik dan optimal. Karena pada prakteknya dalam pernikahan campuran

istri tidak lagi diharuskan untuk mengikuti kewarganegaraan suaminya melainkan

diberi pilihan untuk tetap berkewarganegaraan asal atau mengikuti suaminya.

2. Dalam penentuuan kewarganegaraan anak, perempuan dapat turut serta

menentukan kewarganegaraan anaknya hal ini dikarenakan dianutnya

kewarganegaraan ganda terbatas dimana anak yang dilahirkan dalam perkawinan

campuran memiliki dua kewarganegaraan yaitu kewarganegaraan ayah dan

kewarganegaraan ibunya. Sehingga jika terjadi perceraian diantara kedua

pasangan tersebut perempuan tetap dapat mengasuh anaknya tanpa kesulitan.

3. Bahwa pada prinsipnya tidak ditemukan kendala dalam pelaksanaan perlindungan

hukum terhadap perempuan menurut Undang – undang No. 12 Tahun 2006. Hal

ini dikarenakan adanya kerjasama antara aparatur pemerintah dan masyarakat

sehingga dapat dilaksanakan dengan sebaik- baiknya.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas , maka dapat dikemukakan saran sebagai

berikut:

1. Aparatur pemerinath harus melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap

pelaksanaan Undang – undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 sehingga

keberadaannya benar – benar dapat menjamin perlindungan hukum terhadap

perempuan di segala aspek hukum

2. Perlu dilakukannya sosialisasi secara terus menerus terhadap masyarakat sehingga

masyarakat dapat memahami dengan jelas pengaturan yang terdapat di dalam

Undang – Undang No.12 Tahun 2006 khususnya sosialisasi terhadap perlindungan

hukum terhadap perempuan dibidang kewarganegaraan.

3. Memberikan sanksi terhadap aparatur pemerintah yang tidak mematuhi aturan

sesuai dengan keputusan yang berlaku
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